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BUPAfl PURWOREJO
PROVINSI JAWATENGAH

PERATT]RAN BUPATI PURWOREIO
NOMOR 9c t 'rlul\* 2o1tr

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORD'O

Menimbang: hahwa untuk melaksanakan ketentrran Pasal 33 ayat (3),
Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (5), Pasal 37 ayat (3),
Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Puffiorejo NomorlT Tahun 2017 tentang
Tanda Daftar Usaha Pariwisata, perlu menetaPkan
Peraturan Bupati tentarrg Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah l(abupaten l'urworejo Nomor 17
Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Mengingat: l. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pemb€ntukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. UndanSi-Undang Nomor 23 Tahu,r 2014 tentarrg
Pemerintahan Daerah 0Jmbaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2.14, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakht dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan IGdr.E
atas Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ffi79);

4. Undanfundang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Kepariwisataan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor I l, Tamtrahan l-emtraran Negara Republik
Indonesia Nomor 496);

5. Peratuan Daerai Kabupaten Purworejo Nomor 17
Tahun 20l7 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017
Nomor 17);



MEMI]TTJSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWSATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pesal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. l)aerah adalAh Kahupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Femerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur peryclenggara

Fe-merintahan Daerah yang me-rnimpin pelaksanaan urusan fr-merintehan
yarg menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang mempuyai
tugas dan firngsi menangani unrsan kepariwisataan.

5. Instansi perizinan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas
dan fungsi menangani pelayanan perizinan di daerah.

6. Per€ngkat Daerah Penegak Perda adalah perangket daerah yang
mempuyai tugas dan fungsi penegal<an Peraturan Daerah.

7. Usaha Pariwisata adalah usaln yang merrycdiakan barang dan/ataujasa
bagi 1r-menrthan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat mUP
adalah dokumen resmi yang diberikar kepada Pengusaha Pariwisata
rrnluk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

9. Pengusaha edelrh Fengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha
Indonesia berbadan hukum, berbadan usaha yang mel,akukan kegiatan
usaha pariwisata sesuai dengan ketenhran Peratrrran pentndeng-
undangan yang berliaku, termasuk pramuwisata persoorangan,

BAB II

KEWAJIBAN PEMILIK TDUP

Pasal 2

l1) Pemilik TDUP berkewajiban:
a- menjaga dan menghormati norma dan nilai agema, adat istiadat

darl budaya yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memberikan informasi yang akurat dan bertangr{ung jawab;
c. memherikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan

keamanan, dan keselamatan urisatawan;
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e. memberikan perlindungan asuiansi pada usaha pariwisata
densan keeiatan vane berisiko tinggi;

r men-semb;skan ' keiitraan dengan usaha mikro, kecil, dan- i"o.L"i Iiengutamaksn penggunaan produk masJtarakat
seiempat, prcdl* dalam negeri, dan membrikan kesempetan
kepada tenaga kefa lokal'

g. ;;r,jngk"nd mrirpetenJi tenaga keda melalui pelatihan dan
pendidikan:

h. i:erperan aktif dalam upaya pengembangan Prasarana dan progam
pemberdayaan mas-varakat:

i. ir-rrut serta mencegah segala bentuk Perbuatan yang melanggar
kesusil,aal dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan
tempat usahanya:

j. memelihara lingkungal yang sehat dan asri;
k. menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budayai
m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara

bertanggung jawab;
n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengarr

ketentuan peraturan perundang-undangan y.ang berLaku;
o. menyampaikan laporan setiap kali ada perubahan usaha; dan
p. meletakkan dokumen TDUP pada tempat !€ng mudah dilihat oleh

petugas dan masyarakat umum.

(2). Dalam melaksanakaa kewqjiban sebagaimara dimaksud pada ayat
(1), pemilik TDUP harus menerapkan standar usaha dan standar
kompetensi sesuai bidang usaha masing-masing yang ditetapkan
oleh Menteri yang menangani bidang Kepariwisataan.

(3). Dalam mengajukan penda-ftaran usaha pariwisata, pemohon harus
membuat F,ernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimalcsud ayat (1) dan pernyataan kesanggupan
menerapkan standar usaha dan standa, kompetensi sebagaimana
dimaksud ayat (2).

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

Pengusaha yang tidak mclaksanaka.n kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasat 2, dikenal<an Sanksi administrasi berupa:
a. peringatantertulis;
b. pembekuan seme nta.ra TDUP;
c. pencabutan TDUP;
d. penyegelan;
e. penutupan sementara; dan/atau
f. penutupan tempat usaha.

3

I



(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3' - huruia, diberikan dengan tata cara sebagai berikut :

a. Peringatan tertulis dituangkan dalam bentuk surat
peringatan yang diterbitkan oteh Peralgkat Daerah Tekrris
dengan tembusan kepada Kepala lnstansi Perizinan dail
Kepala Parangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
penegakan Peraturan Daerair;

b. Surat peringatan disampaikan kepada Pengusaha/
Penanggung jawab/ Pengelota/ (aryawan yang berada di
tempat usaha pariwisata s6cara langsung atau melalui Jns;

c. Penyampaian surat peringatan dibuktikan dengan tanda
terima atau stempel pos.

Pasal 4

(2) Peringatan tert\rlis sebagaima-na dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan tahapan sebagai trerikut :

a. pengusaha yang diketahui tidak mela]<sarlakan kewajiban
diberikan pembinaan dengan cara dipanggil ke Perangkat
Daerah Teknis atau didatangi langsung ke tempat usaha.

b. apabila dalarn waktu 15 (Iima belas) hari sejak diberikan
pembinaan, pengusaha yang bersangkutan tidak
melaksanakan kewaiibannya, maka diherikan Peringatatr
Tertulis I;

c. apabila dalam waltu 7 (tqjuh) hari sejak diberikan Peringatan
Tertulis I, pengusaha y'alg bersangkutar^. tidak melaksanakan
kewajibannya maka diberikan Peringatan tertulis II;

d. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Peringatan
Tertulis ll, pengusaha yang bersangkutan tidak
melaksanakan kewajibannya maka diberikan Peringatan
tertulis III.

Pasal 5

(1) Pembekuan sementara TDUP setagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, diberikan apabila 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya Peringatan Tertulis III, pengr.rsaha tidak
mengindahkan peringatan tertulis III.

(2) Pembekuan Sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan dengan tata cara sebagai berikut :

a. Perangkat Daerah Teknis menyampaikan surat rekomendasi
penerbitan Keputusan Pembekuan Sementara TDUP kepada
Instarsi Perizinan;
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b. her<lasarkan sltrat rekomendasi dari Perangkat Daerah

teknis, Instansi Perizinan menerbitkan Keputusa!
Pembekuan Sementara TDUP dengan tembusan kepada

Kepala Parangkat Daerah Teknis <ian Kepala Perangkar

Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan

Peraturan Daerah;
c. Pembekuan Sementara TDUP disampaikan kepada

Pengusaha/ Penanggung jawab/ Pengelola/ Karyawan yang
trerada di tempat rrsaha pariwisafa sccara langsung etau
melalui pos;

d. penyampaian Keputusan Pembekuan Sementara TDUP
dibuktikan dengan tanda terima atau stempel pos.

(3) Pembekuan Sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), berlaku selama 3O (tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal
diterimanya Keputusan Pembekuarr Sementara TDUP oleh
Pengrrsaha yang bersangkutan.

(4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pengusaha yang bersangi<utan tidak boleh melai<ukan kegiatan
usahanya.

Pa sal 6

( 1 ) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 3 huruf c,
<iiberikan apabila dalam jangka waktu 30 (iigapuluh) had
ka-lender sejak diterimanya Keputusan Pembekuan Sementara
TDUP, Pengusaha yang bersangkutan tidak melaksanakan
kewajibannya.

(2) Pencahuf2n TDUP sebagaimana dimaksrrd pada ayat (l),
diberikan dengan tata cara sebagai berikut :

a. Instansi perizinan menerbitkan Keputusan Pencabutan TDUP
dengan tembusan kepada Kepala Parangkat Daerah Teknis
dan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan
fungsi penegakan Peraturan Daerah;

b. Keputusan Pencabutan TDUP disampaikan kepada
Pengusaha/ Penanggung jawab/ Pengelola/ Karyawan yang
herada di tempat usaha oariwisata secara langsung atau
melalui pos;

c. penyampaian Pencabutan TDUP dibuktikan dengan tanda
terima atau srempel pos.

(3) Dengan diterimanya Keputusan Pencabutan TDUP, pengusaha
yang bersangkutan tidak boleh melakukan kegiatan usa-hanya.
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Pasal 7

(1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,'- dilakukan apabila Pengusaha tetap melalisanakan kegiatan
usahanya setelah diterimanya Keputusan Pencabutan TDUP'

(2) Penyegetan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diherikan
dengan tata cara sebagai berikut :

a. lnstansi perizinan menyampaikan surat rekomendasi
penyegelan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
dan fungsi penega-kan Peraturan Daerah;

b. berdasarkan surat rekomendasi dari Instansi Perizinan,
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
penegakan Peraturan Daerah melaksanakan tindakan
penvegelan dengan memasang pita penyegelan dan/ atau
banner/ papan informasi pelanggaran;

(3) frengan dilaksanakannya tindakan penyegelan, pengusaha yang
bersangkutan tidak boleh melakukan kegiatan usahanya.

Pasel 8

(1) Penutupan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf e, dilakukan apabila Pengusala tetap melaksana.kan
kegiatan usahanya aetelah dilaksanakannya tindakan
Penyegelan.

(2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan dengan tata cara sebagai berikut :

a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
penegakan Peraturan Daerah memproses penerbitan
Keputrrssn Rrrpati tentang nrrtrrpan Sementara usaha
Pariwisata;

b. Keputusan Bupati tentang Penutupan Sementara usaha
Pariurisata disampaikan kepada Pengusaha/ Penanggung
jawab/ Pengelola/ Karjrawan yang berada di tempat usaha
pariq,isata secaia langsung atau melalui pos;

c. penyampaian Keputusan Bupatr tentang Penutupan
Sementara usaha Pariwisata dibuktikan dengan tanda terima
atau stempel pos.

(3) Dengan diterimanya Keputusan Bupati
Sementera usaha Pariwisata, pengllsaha
tidak boleh melakukan kegiatan usahanya.

tentang Penutupan
yang bersangkutan

(4) Keputusan Bupati tfntAng Penutupan Sement4ra usaha
Pariwisata berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hani kalender.
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(l) Penutupan Tempat Usaha sobagaimana dimaksud dalam Pasal 3
hunrf f, dilakrrkan apahila Pengusaha tetap melaksanakan
kegiatan usahanya setetah diterimanya Keputusan Bupati
tentang Penutupan Sementara usaira Pariwisata.

(2) Penutupan Tempat Usaha sebagaimana dimaksrtd paria ayat ('l),
diberikan dengan tata cara sebagai berikut :

a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
penegakan Peratlrran lraerah memproses penerbitan
Keputusan Bupati tentang Penutupan Tempat Usaha;

b. Keputusan Bupati tentang Penutupan Tempat Usaha
disampaikan kepada Pengusaha/ Penanggung jawab/
Pengelola/ Karyawar yang berada di tempat usaha pariwisata
secara langsung atau melalui pos;

c. penyampaian Keputusan Rupati tentang Penutupan Tempat
Usaha dibuktikan dengan tanda terima atau stempel pos.

(.3) Dengan diterimanya Keputusan Rupati tentang Penrrtupan
Tempat Usaha, pengusaha yang bersangkutal tidak boleh
metakukan kegiatan usahanya.

Pasal I

BAB IV

PERIZINAN TEKNIS

Pasal 1O

(1) TDUP diterbitkan apabila Usaha Pariwisata telah memenuhi
flersyaratan dan memiliki Izin Teknis.

(2) Izin Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah:
a- lzin Prinsip Penangman Modal;
b. Izin t okasi bagi Usaha Pariwisata yang menggunakan tanah lebih

dari 1 (satu) Hektar;
c- Izin Pentbahan Penggrrnaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian

bagi Usaha Pariwisata yang melakukan perubahan Penggunaan
Tanah Pertanian ke Non Pertanian;

d- Izin Lingkungan hagi tlsaha Pariwisata yang wajitr menJ lslln
dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungar (UKL) atau Usaha
Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan
Pengelolaan l-ingkungan (SPPL) bagi llsaha Pariwisat yang tidak
terkena kewajiban lzin Lingkungan;

e. Analisis Dampak ldu Lintas bagi Usaha Pariwisata yang terkena
kewajitlan untrrk men]nrsrrn dokumen Analisis Dampak l2hr
Lintas;

f. Izin Mendirikan Bangunan; dan
g- Tanda Daftar Penrsehaan.
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ll) Permohonan TDUP dan pelayanan nenerbitan TDUP dilaksanakan'' sesuai standar operasianal dan prosedur perizinan dan non
perizinan.

12) Standar oJrrasional dan prosedur periTinen dan non perizinan' sebagaimaira dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala
DINPfuPTSP dengan berpedoman pada peraturan perundang-
rrndangan yang trerlaku.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 1 1

RAB VI

PEMUTAKHIRAN TANDA DAF'TAR USAHA PARIWISATA

Pasal 12

(1) Pemutakhiran TDUP wajib dilalekan apabila terjadi perubahan
kondisi terhadap hal yang tercanfum di dalam Daftar Usaha
Pariwisata.

(2) Permohonan Pemrrfakhiran TD(rP diajukan oleh Pengusaha secara
tertulis atau dalam jaringan (onJinQ kepada Instansi Perizinan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari ke{a setelah tedadinya
penrtahan kondisi terhadap hel yang tercantum di dalam l)aftar
Usaha Pariwisata.

(3) Pengajrran permohonan pemutakhiran Daftar (Jsaha Pariwisata
disertai dengan TDUP asli dan data perubahan kondisi usaha.

(4) Permohonan pemutalhirar TDUP pelayanan penerbitan TDUP
hasil pemutakhiran, dilaksanakan sesuai standar operasional dan
prosedur pcrizinan non perizinan.

{5) Standar operasional dan prosedur Jrerizinan dan non peiizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala
DINPMPTSP denga-n berpedoman pada peraturan perundang-
rrndangan yang trrlakrr.

(6) Dengan diterbitkannya TDUP hasil pemutakhiran, TDUP terdahulu
dicabut dan dinyata-ka-n ndak berlaku lagi.
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BAB VII

PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal l3

(1) Untuk melaksanakan Pcngawasan, pengenda.tian dan penertiban
tlsaha Pariwisata, dapat dibentuk Tim Pengawasan, pengendalian
dan penertiban TDUP.

(2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim sebageimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Kcputusan Bupati.

BAEI VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mtrlai bcrlaku pada tangga.l diundangkan.

Ager setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatarnya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 2? D€s€rober 2o'l?

Ditetapkan di Rrrworejo
pada tanggal 2? Doserobg! Ao1?

BUPATI PURWORE.JO,

tAGUS BASTTAN

ATEN PURWORE'O,

I

SEKRETARIS DAERAffUP

L snro RoMADHoN l\
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREIO
TAHUN 2S17 NOMOR 98 SERI E NOMOR ?5
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